
3, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 lentang Bea Perolehan Hak
alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun,1985 Nomor
68, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 3312) sebaqairnana telah
diubah dengan Undanq-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Burni dan Bangunan (Lembaran NegC!raRepublik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

1, Undang-Undang Nomor.25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu memi;len.tukPeraturan Daerah tentang Anggara'n
Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2012;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan
agar Peraturan Daerah tenlan!) APBD Tahun Anggaran 2012 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang
undanqan yang lebih tinggi;

a. bahwa guna rnernenuhi ketentuan Pasal 185 ayat ( 4) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengao Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentanq Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2'004 tentarig Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) bersama Gubernur Sumatera Selatan telah
menyempurnakan Rancpngan 'Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2012 sesuai
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-918 Tahun 2011
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

DENGAN RAHMAT TUHAN'YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA'SELATAN,

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN '
'NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTA"NG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012,

Mengingat

(">.
\ '

Menimbang
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten!ang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana lelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomer 12Tahun 2008 lentang Perubahan Kedua alas Undang
Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemsrtntanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);c

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lenlang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tenlang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomer 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

(

0,

~~,J

4. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotlsrne (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah de.ngan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia' Nornor
3988);
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rep'ublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang· Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

22.Peratutan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan t.ernbaran Negara RepubJik Indonesia
Nomor 5161);

c

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia'Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
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30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

29. Peraturan Daerah Provinsi -Surnatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2011 lentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2
Seri D);

28.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran baerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) -sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2008 tentang OrganisasLdan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera seletan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);c

27. Peraturan Daerah Provinsl Sumatera Salatan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sakratariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Salatan
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsl Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

,
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123. Tambahan Lembar,an Negara Republik .Indonesia
Nomor 5165);
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b lerdiri dari jenis
Pendapalan:
a. Dana BagiHasilPajak/BagiHasllBukanPajak sejumlah ·Rp 1.443.522.844.000,00
b. Dana Alokasl Umum sejumlah Rp 716.153.261.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 45.401.430.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdio dari jenis
Pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah Rp 1.724.326.700.000,00
b. Relribusi Daerah sejumlah Rp 16.805.995.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan sejumlah Rp 87.949.000.000,00
d. tain-laln Pendapalan Asli Daerah Yang Sah

sejumlah Rp 70.568.000.000,00

c

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 tardiri dari:
a. Pendapatan Asil Daerah seJumlah........................ Rp 1.899.649.695.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 2.205.077.535.000,00
c. l.aln-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selurnlah Rp 834.420.720.000,00

Pasal 2

3. Pemblayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp 213.204.322.000,00
b. Pengeluaran Rp 409.900.000.000,00

PemblayaanNetto Defislt Rp (196.695.678.000,00)
51sa Lebih Pemblayaan Anggaran Tahun Berkenaan .... Nihil

c

Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagal berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp 4.939.147.950.000,00
2. Selanja Daerah Rp 4.742.452.272.000,00

Surplus Rp 196.695.678.000,00

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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a. Sisa Lebih Pemitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp 213.204.322.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp
c. HasHPenjualan KekayaanDaerah yang Dlplsahkan

sejumlah Rp

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimanadimaksud dalam pasal1 terdin dari:
a. Penerimaansejumlah Rp 213.204.322.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp 409.900.000.000,00

Pasal 4

(--.'. ~

64.708.755.700,00
830.586.449.435,00

1.011.789.419.865,00L

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru! b terdin dan Jenis
belallja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah .. Rp
c. Belanja Modal sejumlah Rp

(2) Belanja Tldak Langsung sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) hUN! a terdio dan jenis
belanja:
a. Belanja Pegawal sejumlah " .. " Rp. 664.211.762.236,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp
c. Belanja Subsidl sejumlah Rp 2.606.'945.000,00
d. Belanja Hlbah sejumlah Rp 1.171.590.039.000,00 ,_
e. Belanja Bantuan Soslal sejumlah " .. , , Rp. 507.000.000,00
!. Belanja Bagl HasHsejumlah " .. , Rp 500.000.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 488.766.247.764,00
h. Belanja TIdak Terduga sejumlah Rp 7.685.653.000,00 L:

c

(1) BelanjaDaerah sebagaimanadlmaksud dalam Pasal1 terdirl dan:
a. Belanja Tldak langsung sejumlah Rp 2.835.367.647.000,00
b. Belanja Langsungsejumlah Rp 1.907.084.625.000,00

.
Pa'sat 3

(4) lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) hUN! C
terdiri dari jenis Pendapatan:
a. Hlbah sejumlah Rp 20.352.900.000,00
b. Dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) sejumlah Rp 814.067.820.000,00
c. Dana Bagl Hasll Pajak sejumlah Rp
d. Dana Penyesuaiandan Otonomi Khusus sejumlah Rp
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah

daerah lalnnya sejumlah Rp
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Gubernur Sumatera Selalan menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD. . .

Pasal 6

;

Daftar perkiraan penambahan dan pe~gurangan aset
lain-lain;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belurn diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Daftar Plutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII

r-. 9. Lampiran IX....,...

10.Lampiran X

11. Lampiran XI

1. Lampiran I
2. Lampiran II

c Ringkasan APBD;
Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasl SKPD, pendapatan, belanja dan pemblayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Uraian lebih lanjul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Inl, terdiri
dari:

Pasal 5

324.900.000.000,00
85.000.000.000,00

a. Pembenlukan Dana Cadangan sejumlah Rp
b. Penyertaan Modal (Inveslasi) Pemerinlah Daerah Rp

sejumlah :....... Rp
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah " Rp
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah , Rp

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lerdlri dari jenis pemblayaan:

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp
e. Penerimaan KembaJiPemberian Pinjaman sejumlah... Rp
f. Penerimaan Piulang Daerah sejumlah Rp
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 2

SEKrET ARIS DAERAH
PROVINS\ SUMATERA S.ELATAN.

Y~I

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ,11 Januari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

111#fft-:
~("EX NOERDIN

c

Ditetapkan dl Palembang
pada tanggal, 11 Januarl 2012

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsl Sumatera Selatan,

Pasal 8

Terhadap penganggaran dana cadangan yang akan digunakan untuk
penyelesaian kekurangan pembayaran pembangunan venues lapangan
tembak, stadion atletik dan kolam renanq, dapat dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a.. Penganggaran dana tersebut dapat diteruskan setelah mendapat

persetujuan Menterl Dalam Negeri tentang hasll evaluasi terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Proyinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2012;.

b. Apabila penganggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a
mendapatkan persetujuan Mentef Dalam Negeri, maka untuk
pelaksanaan pencairannya harus berdasarkan hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan terhadap obyek anggaran dlmaksud;

c. Apabila terhadap tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a tldak mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka
terhadap dana tersebut tetap dianggarkan pada dana cadangan dan
peruntukannya dlsesuaikan kembali pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2012.

Pasal 7
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GUBERNUR SUMATERA 
SELATAN, 

 
dto 

 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto 

 
 YUSRI EFFENDI 


